ini banyaknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sehingga banyak
masyarakat yang pulang kampung juga turut mengurangi volume timbulan

sampah Kota Denpasar.

BAB il

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dikemukakan dalam
Bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kewenangan
Pemerintah Kota Denpasar Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber
Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Berdasarkan Peraturan Gubernur
Bali Nomor 47 Tahun 2019 berjalan dengan cukup baik. Pemerintah Kota

bersama masyarakat telah mampu menangani sampah dan mengelolanya

59



dengan adanya Bank Sampah, Swakelola Sampah, dan TPST 3R. Pemerintah
Kota melibatkan seluruh aspek masyarakat baik dari desa/kelurahan, desa
adat, dan kecamatan itu sendiri. Pemberdayaan dalam melibatkan masyarakat
sangat penting karena sampah seharusnya habis dari sumbernya, namun
belum berjalan optimal karena kendala sosialisasi bagi masyarakat pendatang
atau yang tidak aktif dalam lingkungannya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar sudah mampu memfasilitasi
TPST3R di Kota Denpasar di setiap kecamatan, namun belum optimal dan
belum menjawab permasalahan sampah di Kota Denpasar karena hanya
tersedia di 4 desa, sedangkan Kota Denpasar memiliki 27 Desa dan 16
Kelurahan. Faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup
Kota Denpasar antara lain adalah kendala keterbatasan lahan. Tingginya
tingkat urbanisasi masyarakat di Kota Denpasar menyebabkan harga tanah
semakin mahal dan terbatas, sehingga tidak semua desa dan kelurahan
mampu mengelola sampahnya di TPST3R. Desa dan Kelurahan yang tidak
memiliki TPST3R atau tidak dapat menyetorkan sampahnya di TPST3R
karena berbagai alasan membuang sampahnya di TPS yang tidak melakukan
proses pemilahan dan recycling.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, Penulis memberikan saran sebagai
berikut:
1. Walikota Denpasar perlu melakukan pengadaan tanah untuk memfasilitasi
prasarana tanah untuk mendirikan TPST3R dalam rangka mengendalikan

pencemaran dan mengembangkannya untuk pengelolaan sampah.
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Mengingat Kota Denpasar memiliki 27 Desa dan 16 Kelurahan dan TPA
Suwung akan segera penuh, maka TPST3R skala kawasan sangat
diperlukan dalam pengelolaan sampah di setiap desa karena saat ini hanya
tersedia 6 Desa saja.

2. Diperlukannya sosialisasi yang optimal dengan door to door di setiap
rumah mengenai Peraturan Gubernur Nomor 47 tentang Pengelolaan
Sampabh ini. Sosialisasi Door to Door dapat melibatkan peran banjar dan
desa adat dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Sosialisasi Door to
Door dapat berupa menyerahkan sebuah kertas yang berisi peraturan yang
baru dan ketentuan, sehingga lebih murah dan lebih efektif dalam
menjangkau masyarakat pendatang Krama Tamiu dan Tamiu .

3. Walikota bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan perlu untuk
mengembangkan fasilitas teknologi dalam pengelolaan Sampah Spesifik
dan Limbah B3 baik menggunakan pembakaran dengan suhu tinggi
Incinerator atau teknologi yang dapat mendaur ulang Sampah Spesifik dan
Limbah B3. Sampah Spesifik dan Limbah B3 walaupun memiliki jumlah
presentase yang kecil dalam total volume timbunan sampah di Kota
Denpasar, namun penyediaan fasilitas teknologi untuk pengelolaan
Sampah Spesifik dan Limbah B3 dapat meminimalkan pencemaran
kedepannya daripada hanya menanam / mengkuburnya di TPA.

4. Diperlukannya sanksi dan peringatan bagi masyarakat apabila tidak
memilah sampahnya. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Gubernur Bali

dalam kewenangannya dapat membuat peraturan mengenai sanksi
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administrasi, seperti peringatan / teguran terhadap masyarakat yang tidak
memilah sampahnya. Produk hukumnya dapat melalui Peraturan Daerah ,
Peraturan Gubernur atau Surat Keputusan. Peraturan baru dari Pemerintah
Daerah Provinsi Bali dan Gubernur Bali ini diharapkan mampu

mengendalikan pencemaran sampah.
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